
Mengingat 

a. bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karawang telah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 
Tahun 2020; 

b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2020 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Men teri Keuangan 
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana 
Desa maka pelaksanaan mengenai penganggaran, 
pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman 
penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi 
pengelolaan Dana Desa perlu disesuaikan kembali 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata 
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 
Setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 
2020; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupateri Dala.111 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 /PMK.07/2019 
tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.07 /2020 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 500); 



(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah KPPN 
selaku KPA penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa 
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari 
Bupati dengan ketentuan: 

Pasal 11 

1. Ketentuan Pasal 11 diubah dan disisipkan satu Pasal 
yaitu Pasal 1 lA sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang 
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten 
Karawang Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut : 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN 
KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2020. 

MEMUTUSKAN : 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1 O 12) se bagaimana telah diu bah be berapakali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2020 (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 632); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 13); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 
Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 16); 

Menetapkan 



a. Tahap 1 berupa : 

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara 
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa 
setiap desa; dan 

2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; 

b. Tahap 2 tanpa dokumen persyaratan 

c. Tahap 3 berupa : 

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara 
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa 
setiap Desa dan peraturan bupati mengenai 
perubahan tata cara pembagian dan 
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 

2. Peraturan Desa mengenai APBDes; 

3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya; 

4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II 
menunjukkan realisasi penyerapan paling 
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan 
capaian keluaran menunjukan paling sedikit 
sebesar 50% (lima puluh persen); 

5. Laporan konvergensi pencegahan stunting 
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat 
kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk 
seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat 
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 
Dana Desa tahap 1 pertama kali. 

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata 
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan 
setiap desa. 

(4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat 
pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk. 

(5) Pemerintah daerah menandai pengajuan penyaluran 
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas 
desa yang layak salur melalui aplikasi yang 
disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 



Pasal llA 
( 1) Dalam hal Desa belum salur tahap 1, Dana Desa 

disalurkan dengan persyaratan sebagaimana Pasal 
11 ayat ( 1), dengan tambahan ketentuan: 

a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 
3(tiga) kali dengan besaran : 

1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas 
persen); 

2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas 
persen); 

3. Penyaluran ketigaa sebesar 10% (sepuluh 
persen); 

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 
3 (tiga) kali dengan besaran : 

1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas 
persen); 

2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas 
persen); 

3. Penyaluran ketigaa sebesar 10% (sepuluh 
persen); 

c. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a 
clan huruf b dengan rentang waktu antar 
penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan 

d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 
11 ayat (1) huruf c 

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I, Dana 
Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana 
Pasal 11 ayat (1), dengan tambahan ketentuan: 

a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 
3 (tiga) kali dengan besaran : 

1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas 
persen); 

2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas 
persen); 

(6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Oesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/ atau 
dokumen elektronik (softcopy). 

(7) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diolah melalui aplikasi yang 
disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharan. 



(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam 
rangka menanggulangi dampak ekonomi atas 
pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), 
antara lain berupa : 

a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19); dan/ a tau 

b. jaringan pengaman sosial di Desa. 

(3) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud 
Pasal 16 ayat (2) huruf b, berupa Bantuan Langsung 
Tonai (BLT) Desa kepada keluarga miskin atau tidak 
mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(4) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang menerima BLT Dana Desa merupakan 
keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau 
pekerjaan, belum terdata menenma program 
keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, 
bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang 
mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit 
menahun/ kronis. 

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk 
membiayai pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat ditujukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan 
kualitas hidup marrusia serta penanggulangan 
kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja 
Pemerin tah Desa. 

Pasal 16 

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi 
sebagai berikut: 

c. Tahap llI dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 
11 ayat (1) huruf c 

(3) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap II, 
pemyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan 
sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c. 

3. Penyaluran ketigaa sebesar 10% (sepuluh 
persen); 

b. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dengan rentang waktu antar penyaluran paling 
cepat 2 (dua) minggu; dan 



Pasal 17 

(1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh: 

a. Sadan Permusyawaratan Desa; 

b. Camat; dan 

c. Inspektorat Kabupaten. 

(2) Penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa 
adalah Kepala Desa. 

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi 
se bagai beriku t : 

(5) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam data 
terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT 
Dana Desa. 

(6) Data penerima BLT Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam pemutakhiran 
data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh 
Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui 
Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana 
Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per 
tanggal diterima di kecamatan. 

(8) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana 
Desa yaitu: 

a. masa penyaluran BLT Dana Desa 6 (enam) bulan 
terhitung sejak April 2020; 

b. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar 
Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 
keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, 
dan Juni); 

c. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar 
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 
keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, 
Agustus, dan September); 

d. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
poin 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Dana 
Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia; 

e. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana 
Desa sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) 
mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah 
melalui Musyawarah Desa Khusus. 



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020 
NOMOR 47 . 

Diundangkan di Karawang 
pada !anggal 20 Juli 2020 

WANG, 

Pasal II 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang. \ 


